
Nomor : W24-A/ 1250 /OT.01.1/11/2020 Ambon, 13 November 2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan Revisi Anggaran

Kepada Yth.
Sekretaris
C.q. Kepala Biro Keuangan
Mahkamah Agung RI
Jakarta

Assalamu Alaikum, Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor :

1792/SEK/KU.01/11/2020 tanggal 3 November 2020 Perihal Penyelesaian Pagu Minus

Belanja Pegawai pada Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran

2020, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.02/2020

Tanggal 20 April 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020, serta langkah-

langkah akhir Tahun 2020 untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai bagi satuan

kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, bersama ini kami sampaikan

permohonan persetujuan Revisi anggaran untuk pergeseran anggaran antar keluaran

(Output) antar satuan kerja dalam 1 (Satu) Program dalam 1 (Satu) wilayah kerja Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut :

a) Jenis revisi : Pergeseran anggaran dalam hal anggaran tetap dengan tujuan

optimalisasi;

b) Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung;

c) Satuan kerja : 1. Pengadilan Agama Ambon (307754);

2. Pengadilan Agama Masohi (307775);

3. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (401894);

4. Pengadilan Agama Namlea (401898).

d) Keluaran : 1066.994 Layanan Perkantoran;

e) Komponen : 1066.994.001 Gaji dan Tunjangan.

Pergeseran anggaran tersebut dapat dijelaskan dengan matriks semula-menjadi

sebagai berikut:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128
Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id
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Satuan Kerja Komponen Uraian
Pagu Anggaran

Semula Menjadi +/(-)

Pengadilan Agama
Ambon (307754)

1066.994.
001

Gaji dan
Tunjangan

5,411,849,000 4,831,691,000 (580,158,000)

Pengadilan Agama
Masohi (307775)

2,569,844,000 2,895,557,000 325,713,000

Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu
(401894)

2,196,771,000 2,292,032,000 95,261,000

Pengadilan Agama
Namlea (401898)

2,117,646,000 2,276,830,000 159,184,000

Jumlah 12,296,110,000 12,296,110,000 0

Adapun pergeseran Pagu Anggaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada

gaji di satker yang alokasinya anggarannya akan digeser tersebut berlebih, dan usul revisi

dimaksud  tidak akan mengakibatkan pagu minus gaji pokok dan tunjangan yang melekat

pada gaji.

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan dan bantuan bapak diucapkan terima

kasih.

Wassalam,
Sekretaris

Ismail Difinubun, S.Ag,MH.
NIP. 19690201 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);
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